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pertama dalam hukuman adalah memperlihatkan
cambuk kepada anak, maknanya adalah ancaman
jika tetap mengulangi kesalahan yang sama, kedua
adalah menjewer daun telinga, tahap ini bermaksud
mengenalkan resiko kepada anak yang telah
melakukan kesalahan, ketiga adalah memukul
anak. Pada tahap hukuman memukul Islam
mengatur bahwa pukulan tidak dilakukan
sembarangan namun memiliki beberapa aturan
diantaranya: memukul dimulai pada usia 10 tahun;
jumlah pukulan tidak boleh lebih dari sepuluh kali,
pendapat lain menyatakan pukulan maksimal
adalah tiga kali; memperhatikan alat dan cara
memukul, serta tempat yang dipukul; tidak boleh
memukul disertai amarah; berhenti memukul
apabila anak menyebut nama Allah.

Semangat pendidikan nasional dan pandangan
Islam terlihat bertentangan dengan hukum yang
melindungi anak. Hal ini tentu menimbulkan
kebuntuan bagi para guru dan seluruh civitas
akademik dari tingkat satuan pendidikan hingga
kementerian. Bahkan, pernyataan Mendikbud yang
dikutip dari BBC.com yang mengatakan bahwa
“sanksi fisik dapat ditoleransi” menuai banyak
protes.

Jawaban dari kebuntuan ini sebenarnya sangat
sederhana secara konsep, yaitu mengembalikan
kepada tujuan pendidikan. Pendidikan memiliki
tujuan yang jelas sebagaimana dipaparkan di atas,
untuk mencapai tujuan tersebut tentu para ahli

dalam pendidikan mengetahui, sehingga dibuatkan
kurikulum dan seluruh perangkat pendukungnya.
Jika memang dengan melaksanakan hukuman fisik
mampu mencapai tujuan pendidikan kenapa tidak
dilakukan. Sedangkan HAM dan undang-undang
perlindungan anak memiliki tujuan untuk
melindungi anak menjadi korban kekerasan mulai
dari fisik, psikis hingga seksual. Apabila
pendidikan dapat mencapai tujuannya yaitu
mencetak manusia yang cerdas dan juga memiliki
akhlak yang mulia, maka HAM dan anak-akan pun
pasti akan terlindungi karena anak-anak akan
memperoleh pendidikan dari orang-orang dan
lingkungan yang baik.

Kemudian dari sudut pandang konteks undang-
undang kekerasan yang dimaksud oleh undang-
undang HAM dan pelindungan anak merupakan
kekerasan dalam konteks kejahatan, sedangkan
hukuman fisik dalam konteks pendidikan adalah
hukuman yang dilandasi rasa kasih sayang, dalam
rangka membangun karakter disiplin dan
tanggungjawab. Kedua hal tersebut bisa saling
sinergi dalam satu tujuan yaitu mencetak manusia
cerdas yang memiliki akhlak mulia, untuk
melindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan
kekerasan dari manusia-manusia yang tidak
beriman, tidak cerdas dan tidak berakhlak mulia
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B erbicara pendidikan nasional tentu tidak bisa
terlepas dari sumber-sumber yang dijadikan
pedoman dalam penyelenggaraan
pendidikan nasional. Sumber-sumber tersebut
diantaranya adalah pancasila dan undang-undang.
Namun pada kenyataannya undang-undang sebagai
dasar hukum yang telah disusun oleh wakil rakyat, dalam
hal ini adalah DPR sebagai lembaga legislatif hanya
menjadi konsumsi kalangan tertentu yang memang
berkepentingan secara langsung dengan undang-undang
tersebut. Bahkan ada pula yang hanya bergelut dengan
undang-undang tatkala terjadi kasus maupun isu yang
berkembang berkaitan dengan undang-undang yang
dimaksud.

Mengetahui seluk beluk sistem pemerintahan dan
undang-undang pendidikan sangat diperlukan oleh
seorang tenaga pendidik yang selanjutnya disebut guru.
Mengapa demikian, guru berinteraksi dengan peserta
didik dalam waktu yang lama dan faktanya setiap bentuk
interaksi kepada peserta didik dalam arti anak, sangat
diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Kesalahan
yang terjadi oleh guru dikarenakan melanggar undang-
undang tentu akan sangat merugikan, apalagi kesalahan
tersebut apabila diawali dari ketidaktahuan.

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa hal ini termaktub dalam pembukaan
UUD 1945 alinea keempat. Kemudian secara bertahap
diturunkan dalam pasal 31 ayat 3 “pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan
undang-undang”.

Pasal 31 ayat 5 berbunyi “pemerintah memajukan
ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat
manusia.”

Jabaran dari UUD 1945 kemudian ada dalam UU
No.20 tahun 2003 yang dikenal dengan UU Sisdiknas
Pasal 3 yang berbunyi “Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertagwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional
harus diatur dengan kekuatan hukum, agar segala
sesuatu yang baik juga ditempuh dengan cara yang
baik. Sebagai contoh, mendidik dengan tujuan sangat
baik, akan menjadi buruk dan mungkin justru
menjauhkan dari tujuan pendidikan jika dilakukan
dengan kekerasan. Menurut KPAI (Komisi
Perlindungan Anak Indonesia) kasus kekerasan pada
anak mulai dari tahun 2011 hingga 2014 mengalami
peningkatan vang signifikan yaitu dari 2178 kasus di
tahun 2011 menjadi 5066 kasus di tahun 2014
[KPAIgo.id]. Apabila diperinci dari sekian banyak
kasus 87,6 % kasus terjadi di lingkungan sekolah.
78,3% anak yang menjadi pelaku kekerasan adalah
korban dari kekerasan sebelumnyal[1].

Undang-undang yang mengatur perlindungan
terhadap anak sebenarnya sudah ada, baik tergabung
dalam undang-undang yang berlaku secara umum
(anak-anak dan dewasa) maupun undang-undang yang
khusus membahas tentang hak dan perlindungan anak.
KUHP pasal 170 misalnya pasal (1) “Barang siapa
dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
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menggunakan kekerasan terhadap orang atau
barang, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun enam bulan.”

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang
HAM pasal 58 secara spesifik memberikan
perlindungan terhadap kekerasan terhadap anak
“setiap anak berhak untuk mendapatkan
perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan
fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk,
dan pelecehan seksual selam dalam pengasuhan
orang tuanya atau walinya, atau pihak lain
manapun yang bertanggung jawab atas
pengasuhan anak tersebut.”

Pasal 63 berbunyi “setiap anak berhak untuk
tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan,
sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan
peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.”

Lebih dari itu keseriusan dalam memberikan
perlindungan kepada anak juga tertuang dalam
undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan anak. Mengingat maraknya kasus
kekerasan anak meskipun sudah ada undang-
undang yang mengatur, akhirnya undang-undang
tersebut mengalami penyempurnaan yang
kemudian disebut sebagai UU No. 35 tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23
tahun 2002.

Tujuan dari perlindungan anak menurut
Undang-undang no. 23 tahun 2002 pasal 3 adalah
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
demi terwujudnya anak Indonesia yang
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak menurut Undang-undang No. 35 tahun
2014 adalah sescorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan. Beberapa pasal dalam undang-
undang no. 35 tahun 2014 yang mengatur
perlindungan terhadap kekerasan pada anak
diantaranya:

Pasal 1 ayat 15a mendefinisikan bahwa
“kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau
penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum.”

Pasal 9 ayat la menyebutkan bahwa “setiap
anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan
pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan
yang dilakukan oleh pendidik, tenaga
kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau
pihak lain.”

Pasal 54 ayat 1 menyebutkan bahwa “anak di
dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib
mendapatkan perlindungan dan tindak kekerasan
fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan
lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga
kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau
pihak lain.

Kembali mengingat tujuan pendidikan
nasional yang memiliki dua unsur pokok yaitu
kecerdasan, yang dimaknai sebagai kecerdasan
akademik, termasuk di dalamnya keterampilan dan
pengetahuan juga manusia yang beriman,
bertakwa dan memiliki akhlak mulia. Realita
pendidikan saat ini, unsur yang kedua yaitu iman
dan taqwa serta akhlak menjadi perhatian utama
dan isu yang selalu senantiasa menghiasi diskusi-
diskusi pendidikan. Bagaimana menjadikan murid
yang memiliki akhlak dan perilaku yang baik
masih menjadi diskusi yang terus berkembang.
Muncul suatu gagasan menerapkan hukuman fisik
bagi siswa yang melakukan kesalahan [2].
Hukuman fisik diharapkan dapat menjadi salah
satu sarana untuk membentuk siswa yang baik dari
sisi akhlak dan tingkah laku. Namun, sangat jelas
kekerasan adalah suatu pelanggaran HAM dan
segenap undang-undang yang dimiliki Negara ini.
Sehingga para pendidik mengalami titik buntu, di
sisi lain pendidikan yang keras seharusnya mampu
mencetak siswa yang tangguh, sekaligus mampu
mencetak siswa yang disiplin, penuh rasa hormat
kepada guru. Sanksi pun juga merupakan sarana
mendidik, untuk melatih siswa bertanggung jawab
atas perbuatan yang dilakukan [ 10].

Pandangan Islam hukuman merupakan sebuah
pendidikan [10]. Hukuman yang dimaksud
bukanlah hukuman dengan niat untuk balas
dendam maupun emosional. Selain hukuman
dilakukan dengan tujuan pendidikan hukuman
yang berikan juga bertahap, menurut Dr.
Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid [10] tahap
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Bulan Syaban Tanda Ramadhan akan Tiba

menyiapkan diri pada bulan Sya'ban. Ketua

Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia
(MUTI) Pusat, KH Cholil Nafis, menyebut bulan Sya'ban
merupakan tanda di mana kita akan menyongsong bulan
Ramadhan.

Nabi SAW pernah berdoa, "Allahu mma barik lana
firajaba wa sya'bana waballighna Ramadhana." Ayat ini
memiliki arti, "Duhai Allah, berkahilah kami pada bulan
Rajab dan bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami
dengan bulan Ramadhan."

"Nabi sudah menyiapkan dan memperbanyak
latthan dengan melakukan banyak ibadah. Ibadah-
ibadah ini yang nantinya akan dilakukan pada bulan
Ramadhan. Jadi, mulai membiasakan shalat malam,
puasa, dan zikir," ujar KH Cholil Nafis kepada
Republika.

Menurut dia, Nabi tidak melakukan ibadah khusus
pada bulan Sya'ban. Namun, semua ibadah yang akan
dilakukan pada bulan Ramadhan sudah mulai dilakukan
Nabi satu bulan sebelumnya. Peningkatan ibadah ini
dilakukan agar saat masuk bulan Ramadhan sudah
dengan hati yang lebih bersih dan niat yang lebih
mantap.

Kiai Cholil juga menyebut dari pengetahuannya,
tidak ada yang istimewa dari bulan Syaban ini. Namun,
pada bulan ini memang ada Nisfu Sya'ban. Malam di
mana catatan amalan-amalan setiap umat akan di angkat

Sebelum Ramadhan, kaum Muslimin

dan dilaporkan kepada Allah SWT. Pada malam itu
juga, setiap amalan yang dilakukan akan
dilipatgandakan pahalanya.

Malam Nisfu Sya'ban terjadi pada 15 Sya'ban. Ini
merupakan malam yang mulia dan tepat untuk
memperbanyak ibadah. "Nisfu Sya'ban sen diri berarti
pengingat bahwa setengah bulan lagi kita akan
memasuki bulan suci Ramadhan," ujarnya.

Menyiapkan fisik dan spiritual Ketua Asosiasi [lmu
Alquran dan Tafsir se-Indonesia (AIAT), Dr Sahiron
Syamsuddin, menyebut fisik dan spiritual umat perlu
dipersiapkan da lam memasuki bulan suci ini. Kesiapan
fisik berarti meyakinkan jika kondisinya siap dan kuat
untuk berpuasa sembari tetap menjalankan aktivitas
seperti biasa. Dari sisi spiritual, harus dibangun
keteguhan hati dan niat nya.

"Ini kan mau memasuki bulan suci bagi umat Islam
di mana setiap kebaikan pahalanya akan ditingkatkan.
Begitu pula jika kita melakukan perbuatan yang tidak
baik, dosanya berlipat," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar umat meningkatkan
hubungan kepada Allah dan sesama manusia.
Hubungan dengan Allah bisa ditingkatkan dengan
membaca Alquran, memperbanyak mencari ilmu
dengan mendatangi kajian tafsir. Sementara, hubungan
dengan sesama manusia bisa ditambah dengan
melakukan sedekah, infak, memberi bantuan pada yang
membutuhkan, dan memberi makan bagi yang sedang
berpuasa dan membutuhkan.

Memperbanyak berdoa saat bulan Ramadhan juga
salah satu yang tidak bisa diingkari. Dari sekian ayat
yang diturunkan Allah SWT perihal puasa, terselip di
tengahnya uraian tentang doa. Ini mengisyaratkan jika
bulan Ramadhan adalah bulan doa. Bulan yang di
dalamnya Allah akan me nga bulkan doa hamba-hamba-

Nya yang ikhlas dan secara benar meminta kepada-Nya.
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